
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN LOMBOK BARAT,

SALINAN
RH

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan

nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Barat, perlu adanya upaya

pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari

integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam

menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab;

bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana

korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian

Gratilikasi di Lingkunagn Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba ga i mana dimaksud

huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten L,ombok Barat

tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkunagn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Barat;

Menimbang a.

b

c



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO2 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a25Ol;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAl Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250)' ;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OA2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomo5 54941sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara LN 2023 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68971;



4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ot7 tentang Pemilihan

Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6 109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (I-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Ind,onesia Nomor 02 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2101);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2}lg
tentang Tata Kery'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 3771;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

12361sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten l,ombok Barat dengan

susunan sebagaimana tercantum dalam L^ampiran Keputusan
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tlrgas dan wewenang UPG di Lingkunagn KpU Kabupaten

Lombok Barat meliputi :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan

penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok;

2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan
laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi melalui sekretaris Jenderal Kpu
dan sekretaris KPU Provinsi NTB, untuk dilakukan analisis

dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi;

3. Menyampaikan hasil pengelolaan Grati{ikasi dan usuran
kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok
Barat melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat;

4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi

aturan Gratilikasi kepada pihak internal dan eksternal di
Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Barat;

5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;



6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status
Gratilikasi yang ditetapkan oleh Komisi pemberantasan

Korupsi;

7. Meminta data dan informasi kepada satuan keq'a tertentu
dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KpU Kabupaten

lombok Barat terkait pemantauan penerapan program

pengendalian Gratifi kasi;

8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada lnspektorat
sekretariat Jenderal KPU apabila teq'adi pelanggaran terkait
Gratifikasi oleh setiap jeiaran Lingkungan KPU Kabupaten

Lombok Barat dan melaporkan hasil penanganan pelaporan

Gratilikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui

Sekretariat KPU Provinsi NTB; dan

9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang

disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KpU

Kabupaten Lombok Barat dan/atau Pihak Ketiga.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok
Barat
Kepaia Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

LALU RUDI ISKANDAR

M. Herry Widjaya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK BARAT NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALTAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

LALU RUDI ISKANDAR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 lalu Rudi Iskandar, MH. Ketua KPU Kabupaten l,ombok
Barat Pengarah

2 Alfian Martoni, M.Pd. Anggota KPU Kabupaten Lombok
Barat Pengarah

3. Riadi, M.Pd.I Anggota KPU Kabupaten Lombok
Barat Pengarah

4 Abdul AzizFattryawan,
M.Si

Anggota KPU Kabupaten lombok
Barat Pengarah

5 Hamdi, M.AP. Anggota KPU Kabupaten Lombok
Barat Pengarah

6 Lalu Suherman, SH., MH. Sekretaris KPU Kabupaten
Lombok Barat Ketua

7
Muhamad Herry Wrdjaya,
SH.

Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum Sekretaris

8
Yessy Iriene Puturuhu,
SE., M.AK.

Kasubbag Keuangan, Umum dan
Iogistik Anggota

9 Fahrizal Imanuddin, SH.
Kasubbag Perencanaan, Data dan
Informasi Anggota

10 Kiagus Novian Pribadi, ST.
Kasubag Sumber Daya Manusia,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.

Anggota

M. Herry Wrdjaya
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